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ABSTRAK 

 

Sri Lestari NIM 0502172369 Analisis Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit 

Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak).  

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada 

Koperasi Unit Desa Tunas Muda Kecamatan Dayun. Penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui bagaimanakah penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan 

keuangan Koperasi Unit Desa Tunas Muda Kecamatan Dayun yang terdiri dari 

laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas 

dan bank, dan catatan atas laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi pada laporan keuangan Koperasi Unit Desa Tunas 

Muda Kecamatan Dayun untuk mengetahui bagaimana sistematika penyajian 

elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP. 

Metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap 

objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini 

diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep 

pembanding dalam hal sistematika penyajian laporan keuangan. Selanjutnya 

dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan 

Koperasi Unit Desa Tunas Muda tahun 2019, dan SAK ETAP tentang standar 

penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

Laporan Keuangan Koperasi unit Desa Tunas Muda belum sepenuhnya menerapkan 

SAK ETAP. Dari 13 point yang ada. KUD Tunas Muda hanya menerapkan 8 Point 

yang sesuai standar SAK ETAP diantaranya ialah : kas dan setara kas, aset tetap, 

hutang usaha, simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, SHU, dan laporan arus kas. 

Hal ini terlihat bahwa KUD Tunas Muda menerapkan SAK ETAP sebesar 61% dari 

keseluruhan point penerapan yang ada pada SAK ETAP.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang 

seorang demi kepentingan bersama. Dengan kata lain koperasi merupakan suatu 

bentuk usaha di mana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Koperasi berlandaskan azaz kekeluargaan sehingga dalam melakukan 

kegiatannya, koperasi mengutamakan kesejahteraan.1 Koperasi dianggap sebagai 

lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak 

berlebihan jika koperasi dianggap sebagai saka guru atau pilar utama perekonomian 

Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas 

kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi di maksudkan untuk memenuhi 

keperluan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Asas ini tidak 

dapat dilepaskan dari proses pembentukan koperasi yang merupakan kumpulan 

orang seorang, bukan modal.2 

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang 

secara umum positif. Pada periode 2017, jumlah unit dan anggota koperasi terus 

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan unit sekitar 4,41 persen, dan anggota 

sebesar 25.497.467 juta atau mencapai 21,80 persen. Di sisi lain, perkembangan 

tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam 

penerapan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu meningkatnya daya saing UMKM 

yang ditunjukan peningkatannya pertumbuhan pruduktifitas UMKM rata-rata 

sebesar 5 sampai 7 persen pertahunya.3 Berdasarkan undang-undang no 17 tahun 

2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang  perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal 

                                                 
1 Hidayati pratiwi. ”analisis penerapan  standar akuntansi keuangan pada koperasi 

karyawan bersama PT EPFM. Jurnal. FE, akuntansi, Universitas Bosowa, 2016 hal.16 
2 Kartika sari, Mengenal Koperasi (karanganom: nuri septina, 2019, cempaka putih), hal.2 
3 Ikhsan."analisis penerapan sak etap dalam penyususnan lapora keuangan pada koperasi 

simpan pinjam berkat cabang pinrang. Skripsi. FEB, akuntansi, Universitas Muhammadiyah 

makassar, 2018, hal. 2 
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untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.4 

Kebutuhan terhadap informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan 

kondisi koperasi tersebut tidak hanya muncul dari pihak eksternal koperasi, seperti 

kredito, supplier, pemerintah atau calon investor. Kebutuhan informasi tersebut juga 

muncul dari pihak internal organisasi. Pihak manajemen koperasi akan 

membutuhkan pula informasi keuangan berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang 

dilakukan koperasi. Seperti jumlah beban bahan baku yang dikeluarkan, beban 

tenaga kerja dalam suatu periode, beban overhead pada periode terkait atau beban 

produksi dalam satu tahun.5 Dalam suatu jenis kegiatan ekonomi tentu akan 

menghasilkan suatu hasil akhir yang disebut juga laporan keuangan. Laporan 

keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan.6 

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

entitas dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah 

diasumsikan tidak bermaksud untuk berkeinginan melikuidasi atau mengurangi 

secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan 

keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang 

digunakan harus diungkapkan.7 SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan 

laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. SAK yang berbasik 

IFRS (SAK umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik 

signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan entitas Negara. SAK umum 

tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di 

Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP 

                                                 
4 Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 
5 Rudianto, Akuntansi koperasi konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan (Jakarta: 

2006, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), hal. 13 
6 Siti supinah “penerapan SAK ETAP di UMKM studi kasus pada koperasi aspada 

yogyakarta”, Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, 2015, hal. 2 
7 Hendra harmain, Dkk., Akuntansi syariah di Indonesia (Medan: Madenatera, 2019), hal. 

80. 
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memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK 

umum dengan ketentutan pelaporan yang lebih kompleks.8 

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini di maksudkan 

untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang dimaksud di sini 

yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak 

menerbitkan laporan keuangan untuk umum bagi pengguna eksternal. Dengan 

diterapkannya standar laporan keuangan tersebut, koperasi diharapkan dapat 

membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada di dalamnya. Sehingga 

tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya laporan 

keuangan yang trasparansi, akuntabitas dan globalisasi bahasa laporan keuangan 

untuk tujuan mendorong koperasi yang lebih baik lagi. 

Dari wawancara awal kepada ketua Koperasi Unit Desa Tunas Muda  yang 

dilakukan oleh peneliti9, bahwasanya dalam penyususnan laporan keuangan 

ditemukan beberapa permasalahannya yakni terlihat bahwa terbatasnya sumber SDM 

di koperasi tersebut yang dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar, 

sementara itu, pengurus dari koperasi memiliki pengetahuan yang rendah tentang 

aturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Berdasarkan 

pernyataan di atas, penerapan SAK-ETAP perlu diterapkan pada Koperasi Unit Desa 

Tunas Muda untuk memudahkan koperasi dalam menyusun laporan keuangan sendiri 

sehingga dapat berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana. Mengingat 

pentingnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang nantiya digunakan 

sebagai pengambilan keputusan dan menyusun rencana di masa yang akan datang.  

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit 

Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak):” 

                                                 
8 Ikhsan. "analisis penerapan sak etap dalam penyususnan lapora keuangan pada koperasi 

simpan pinjam berkat cabang pinrang. Skripsi. FEB, akuntansi, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2018, hal. 2 
9  Wawancara dengan Setiyono, selaku Ketua KUD Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. 

Siak, pada 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasi dalam penelitan ini adalah: 

1. Di dalam penelitian ini terlihat bahwa terbatasnya SDM di koperasi tersebut 

yang dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar 

2. SDM yang ada tidak mengetahui dengan pasti/jelas apakah mereka 

menggunakan standar akuntansi berdasarkan SAK-ETAP atau tidak 

3. Pengurus dari koperasi memiliki pengetahuan yang rendah tentang aturan 

penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Kuntabiltas Publik (SAK ETAP) pada laporan 

keuangan KUD tunas Muda desa Teluk Merbau? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas pubik (SAK-ETAP) pada laporan keuangan KUD Tunas Muda desa 

Teluk Merbau. 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan 

penempatan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada 

posisi yang tepat agar semua data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat 

agar semua data keuangan dapat tersaji dengan baik. Sehingga dapat memudahkan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi 

suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-

tiap pihak serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian laporan 
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keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya tentang 

laporan keuangan yang berdasarkan SAK-ETAP yang telah dipelajari semasa 

kuliah, serta mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan, penyususnan, 

serta penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. 

b. Bagi perusahaan Koperasi Unit Desa Tunas Muda 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau sebagai 

masukan dalam pembuatan laporan keuangan, serta dapat menyempurnakan dan 

menambah keyakinan dalam penulisan laporan keuangan di KUD Tunas Muda 

Desa Teluk Merbau. 

c. Bagi pembaca atau pihak lainnya 

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 



 

6 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis  

1. Penerapan SAK ETAP 

Ikatan akuntansi Indonesia pada tanggal 17 juli 2019, telah menerbitkan 

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan telah 

disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 mei 2009. Alasan IAI menerbitkan standar 

ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan mengah (UKM) yang 

jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di Indonesia dalam menyusun 

laporan keuangan mereka.10 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan 

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah 

pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan 

lembaga pemeringkat kredit. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk 

tujuan penerbitan efek dipasar modal 

b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang 

efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

                                                 
10 Ikhsan, analisis penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada 

koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang, akuntansi, FEB, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2018, hal. 5 
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Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 

SAK ETAP.11 

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya 

menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Unsur-unsur 

laporan, berdasarkan SAK ETAP adalah : 

a. Neraca  

Mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana 

penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada 

suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan.12 

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

1) Kas dan setara kas 

2) Piutang usaha dan piutang lainnya 

3) Persediaan 

4) Properti investasi 

5) Aset tetap 

6) Aset tidak berwujud 

7) Utang usaha dan utang lainnya 

8) Aset dan kewaiban pajak 

9) Kewajiban diestimasi 

10) Ekuitas 

b. Laporan Laba Rugi 

  Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba-rugi untuk suatu 

periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan 

laba rugi juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 

bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghailan dan beban 

entitas untuk suatu periode. 

                                                 
11 Ikatan Akuntansi Indonesia, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas 

public (Jakarta: dewan standar akuntansi keuangan), hal. 2 
12 Ibid., hal. 19 
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  Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui 

dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyariatkan lain. SAK ETAP 

mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan 

perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap 

periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode 

terjadinya perubahan. 

 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 

1) Pendapatan 

2) Beban keuangan 

3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas 

4) Beban pajak 

5) Laba atau rugi netto.13 

c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 

Mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas 

selama satu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi 

dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Pos pendapatan dan beban yang 

diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode 

tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yag dipilih oleh 

entitas) jumlah investasi oleh dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas 

selama periode tersebut. 

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

1) Laba atau rugi periode 

2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui kebijakan akuntansi, estimasi, dan 

kesalahan 

                                                 
13 Ibid., hal.23 
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4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat 

awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal 

dari: 

a) Laba atau rugi 

b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang 

menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, 

dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan 

kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan 

pengendalian.14 

d. Laporan Arus Kas 

Mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana 

penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 

dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan 

mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendapatan.15 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Mengatur prinsip  yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan 

atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan 

keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 

atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-

pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan harus: 

1) Menyajikan informasi tentang dasar penyususnan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan pengungkapan 

kebijkan akuntansi dan informasi tentang pertimbangan 

                                                 
14 Ibid., hal. 26-27 
15 Ibid., hal. 28 
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2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak 

disajikan dalam laporan keuangan 

3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal 

tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi 

terkait dalam catatan atas laporan keuangan. 

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK ETAP 

2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diharapkan 

3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan 

urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian 

pos-pos tersebut. 

4) Pengungkapan lain. 

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan: 

1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

2) Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal 

yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan 

atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam 

proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan 

terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.  

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang 

informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok 

lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang 

mempunyai resiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang 

material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan 

tahun berikutnya. 
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Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus 

memasukkan rincian tentang: 

1) Sifat 

2) Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan16 

Berikut firman Allah yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan 

sesuai dengan aturan yang ada: 

Q.S An-Nisa :58 

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلِىَٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ  إِنَّ اللََّّ

 َ ا يعَِظُكُمْ بهِِ ۗ إِنَّ اللََّّ َ نعِِمَّ ًَمِيعاِ بَِ يرِاتحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللََّّ   كَانَ 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58) 

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu 

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulan bahwa 

laporan keuangan merupakan daftar untuk mengetahui jumlah kekayaan 

                                                 
16 Ibid., hal.34-35 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=4
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perusahaan pada periode tertentu, dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. 

Dipandang dari sudut pandang yang berkepentingan, ada tiga jenis laporan 

keuangan, yaitu laporan keuangan untuk manajemen, laporan keuangan untuk 

pihak eksternal perusahaan, laporan keuangan untuk pihak-pihak khusus. 

Laporan keuangan untuk ketiga pihak tersebut disusun dan disajikan dari 

suatu proses akuntansi yang sama, yaitu merupakan produk dari sebuah 

system informasi akuntansi. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi 

dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Setiap perusahaan 

mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Tujuan-tujuan dari pelaporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang: 

1) Berguna bagi mereka yang mebuat keputusan investasi dan kredit 

2) Membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan 

3) Mengidentifikasi sumber daya ekonomi (asset), klaim atas sumber daya 

tersebut (kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan kalim 

tersebut. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah 

memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-

unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan 

disamping manajemen perusahaan. 

Para pemakai laporan akan menggunakan laporan keuangan untuk 

meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuanagan yang timbul 

dari keputusann ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak 

keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, 
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membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, 

maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, 

tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan 

informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.17 

b. Kompnen Laporan Keuangan 

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai 

pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-

bentuk maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1) Neraca 

Neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan 

perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi asset, kewajiban dan 

ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang 

menyajian sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset 

kewajiban-kewajiban atau utang, dan pihak para pemilik perusahaan yang 

tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. 

Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca 

tepatnya dinamakan statements of  position. Karena neraca merupakan 

potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca 

merupakan status report bukan merupakan flow report.18 

2) Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan prestasi perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan 

kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. laporan 

laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil 

                                                 
17 Riswan, Yolanda Fatrecia Kesuma, analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam 

penilaian kinerja keuangan pt. budi satria wahana motor, Universitas Bandar Lampung, 2014, hal. 

95 
18 Ibid., hal. 96 
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usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode 

akuntansi tertentu misalnya satu tahun. 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan 

laporan laba-rugi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang 

umumnya diterapkan adalah sebagai berikut: 

a) Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan service) 

diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh 

laba kotor. 

b) Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari 

beban penjualan dan beban umum/administrasi (operating expenses). 

c) Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi 

pokok perusahaan, yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi diluar 

usaha pokok perusahaan (non operating/financial income dan expenses). 

d) Bagian keempat menunjukkan laba/rugi yang insidentil (extra ordinary 

gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak 

pendapatan.19 

3) Laporan arus kas 

Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan 

menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu 

periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, 

dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-

kewajibannya.20 

 

 

                                                 
19 Ibid., hal. 97-98 
20 Ibid., hal. 98 
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3. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan 

yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan 

untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara 

bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara 

yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian 

keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung 

berdasarkan andil.21 

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan 

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan. 

there is no single definition (for cooperative) which is generally accept, but 

the common principle is that cooperative union is an association of member, 

either personal or corporate whice have voluntarily come together in pursuit of 

a common economic objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti 

“tidak ada definisi tunggal (untuk koperasi) yang umumnya diterima, tetapi 

prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi 

anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang 

bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum”. 

Definisi menurut hatta (bapak koperasi indonesia) koperasi adalah usaha 

bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-

menolong. semangat tolong-menolong tersebut disorong oleh keinginan memberi 

jasa kepada kawan berdasarkan "seorang buat semua dan semua buat seorang".22 

Menurut undang-undang no 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum 

yang didirikan oleh orang  perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

                                                 
21 David prastio, Koperasi Unit Desa (Kalimantan barat: 2019, CV Derwati Press) hal. 6 
22 Ibid. hal. 8 
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memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.23 

Dari beberapa pengertian di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa 

koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang 

tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan di dalam perkumpulan tersebut 

mengandung asas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong-

menolong di antara anggota koperasi.24  

b. Sejarah Singkat Koperasi 

1) Koperasi Indonesia Pada Masa Jepang 

 Pada masa ini jepang membangun koperasi milik mereka yang disebut 

kumiai dan bertujuan untuk mengeruk hasil kekayaan Indonesia untuk 

membiayai para tentara jepang. Pada masa ini juga, koperasi menjadi sulit 

berkembang. Hal tersebut terlihat dari sulitnya untuk mendapatkan izin 

pendirian. Pendudukan jepang yang telah menggantikan posisi belanda di 

Indonesia mengubah banyak aspek susunan dan data di daerah bekas kuasa 

belanda diatur menurut kebutuhan perang, dan tidak lagi merupakan suatu 

daerah pemerintahan. Pemerintah mengelurkan undang-undang no 23 tahun 

1942 yang antara lain berisi ketentuan untuk meminta izin terlebih dahulu pada 

residen jika hendak mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapat. Dengan 

adanya undang-undang ini, maka koperasi praktis tidak memiliki ruang gerak. 

2) Koperasi Indonesia Pada Masa Orde Baru 

Pemberontakan gerakan 30S-PKI yang berhasil dilumpuhkan oleh TNI 

menjadi awal keruntuhan orde lama di bawah kepemimpinan soekarno. 

Pemerintahan orde lama dicap sebagai sistem yang tidak berjalan sesuai 

dengan pancasila dan UUD 1945. Keadaan koperasi Indonesia pada masa 

tersebut bisa dibilang cukup parah. Apalagi PKI bisa memasukkan idealisme 

mereka dalam koperasi melalui embel-embel kekeluargaan pada masa itu. 

                                                 
23 Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 
24 David prastio, Koperasi Unit Desa (Kalimantan barat: 2019, CV Derwati Press) hal. 9 
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Pada masa itu, koperasi sebagai salah satu roda perekonomian bangsa, 

ditelusur dari hasil penelusuran, pejabat menteri koperasi pada masa itu 

Achiadi dan beberapa stafnya diamankan. 

Berikutnya terbentuk tatanan pemerintah di bawah soeharto. Seluruh 

aspek kehidupan dikembalikan pada jalur idealisme pancasila dan UUD 1945. 

Koperasi ditujukan agar kembali berperan utuh dalam mendukung pencapaian 

yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Kemudian kembali ditekankan 

penerapan bahwa koperasi harus berdasarkan asas yang berlaku yaitu:  

a) menumbuhkan dan menjaga dasar-dasar demokrasi 

b) Menumbuhkan dan menjaga kembali pemahaman bahwasanya koperasi 

harus mempunyai dasar swadaya untuk mencapai tujuan yang mulia 

c) Pembinaan pemerintah dalam hal ini diperlukan namun hanya terbatas 

pada hal yang dianggap penting saja 

Penyusunan kebijaksanaa aturan tentang koperasi yang bermanfaat 

dalam memberikan dorongan untuk berdaya manfaat. Memersiapkan 

pengantian UU koperasi no. 14 karena dianggap tidak begitu relevan lagi 

dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Sebagai jalan keluar untuk melaksanakan 

asas yang akan diterapkan pada sitem perkoperasian Indonesia, maka pada 

bulan juli tahun 1966, berdasarkan keputusan MPRS No. 

XXIII/MPRS/1966, sepakat diadakan mufakat nasional untuk kembali 

menata dasar koperasi serta rehabilitasi sistem koperasi, mengingat 

sebelumnya dianggap telah disusupi idealisme PKI. 

Akhirnya terbentuk undang-undang tentang koperasi yang baru yaitu 

UU No. 12 tahun 1967 mengenai pokok pokok perkoperasian. Inilah yang 

menjadi landasan pokok dalam perkoperasian pada masa orde baru dan 

dianggap telah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. 

Lebih lanjut sistemnya, dalam kabinet ampera koperasi bernaung di 

bawah dapertemen dalam negeri di bawah pembinaan direktorat jendral 

koperasi. Dalam beberapa kabinet, koperasi pernah pindah naungan 

kedapertemen trasmigrasi dan koperasi. Namun semenjak kabinet 
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pembangunan IV koperasi berdiri sendiri di bawah kementrian koperasi 

dengan menteri pertamanya Bustanil Arifin SH. 

Bahkan, gencarnya kembali menggiatkan koperasi pada masa orde 

baru, pernah ada pendidikan koperasi dengan nama Sekolah Koperasi 

Menengah Atas. Juga dikenal Akademi Koperasi (AKOP). Pada akhirnya 

pada 12 juli 1984 Soeharto meresmikan Institut Koperasi Indonesia di 

Jatinangor, Bandung. 

3) Koperasi Indonesia Pada Masa Reformasi 

Dalam era reformasi pemberdayaan ekonomi rakyat kembali 

diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil 

dan koperasi. 

Untuk tujuan tersebut seperti sudah ditetapkan melalui GBHN tahun 

1999. Pesan yang tersirat di dalam GBHN tahun 1999 tersebut bahwa tugas 

dan misi koperasi dalam era reformasi sekarang ini, yakni koperasi harus 

mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, 

sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk memecah 

ketidakselarasan didalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataannya 

pembagian pendapatan yang mungkin terjadi. 

Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari koperasi dalam 

rangka penyembuhan perekonomian nasional kiranya perlu diperhatikan 

bahwa di suatu sisi koperasi telah di akui sebagai lembaga solusi dalam rangka 

menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain 

kebijakan makro ekonomi belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan-

perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada pasar bebas. Selama 

periode 2000-2003, secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha 

dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih 

memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, 

yaitu: 
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a) Rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai 

perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp.100.000,00 per 

bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp.345.225,00. 

b) Efesiensi usaha yang relative rendah yang ditunjukkan dengan tingkat 

perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali pertahun. 

c) Rendahnya tingkat profitabilitas koperasi. 

d) Citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan 

usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah. 

e) Kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah 

f) Kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis 

akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama 

koperasi dengan badan usaha lainnya. 

Pemerintah di beberapa Negara berkembang pada umumnya turut 

secara aktif dalam upaya membangun koperasi. Keikutsertaan pemerintah 

Negara-negara sedang berkembang ini, selain didorong oleh adanya 

kesadaran untuk turut serta dalam membangun koperasi, juga merupakan hal 

yang sangat diharapkan oleh gerakan koperasi. Hal ini antara lain didorong 

oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara sedang berkembang, untuk 

membangun dirinya atas kekuatan sendiri. 

Di era reformasi, kebijakan pengembangan koperasi menjadi tanggung 

jawab kementrian koperasi dan Usaha Kecil Mnengah. Mengacu pada 

Peraturan Presiden Republic Indonesia nomor 09/M/2005 Tanggal 31 januari 

2005 bahwa kedudukan kementrian koperasi dan UMKM adalah unsur 

pelaksana pemerintah dengan tugas membantu presiden untuk 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. 

Selain itu, kementrian koperasi dan UMKM juga menyusun program 

pengembangan kelembagaan koperasi. Program ini bertujuan mewujudkan 

70.000 unit koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20 
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juta anggota koperasi secara kerkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

nilai dasar koperasi.25 

c.  Tujuan dan Fungsi Koperasi 

Pada peraturan perundang-undangan indonesia nomor 17 tahun 2012 pasal 

4, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari tatanan perkonomian nasional yang demokratis dan kerkeadilan.26 

Menurut bung hatta selaku bapak koperasi, tujuan koperasi tidak lain adalah 

melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi 

pelaku UMKM di Indonesia.27 

Sementara fungsi koperasi sebagaimana disebut dalam Undang-undang 

nomor 25 tahun 1992 pasal 4, adalah sebagai berikut: 

1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota 

(pada khususnya) dan masyarakat (pada umumnya) dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Aktif dalam upaya menigkatkan kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat 

3) Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya 

4) Berusaha mewujudkan dan melakukan pengembangan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar pada azas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.28 

d.  Jenis-Jenis Koperasi 

1) Koperasi Menurut Fungsinya 

a) Koperasi konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berfungsi untuk membeli atau 

pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai 

konsumen dengan harga yang relatif murah namun tanpa mengabaikan 

                                                 
25 Dwi utami nuraini, Badan usaha dan koperasi dalam perekonomian Indonesia 

(Yogyakarta:istana media,2018) hal. 88-96 
26 Peraturan pemerintah no 17 tahun 2012 tentang perkoprasian pasal 4 
27 Dwi utami nuraini, Badan usaha dan koperasi dalam perekonomian Indonesia 

(Yogyakarta:istana media,2018) hal. 100 
28 Ibid., hal. 100 
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kualitas. Dalam operasi konsumsi, laba yang diperoleh atau Sisa Hasil Usaha 

(SHU) akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah pembelian dari 

setiap anggotanya. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KPRI (Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia). 

b) Koperasi distribusi (pemasaran) 

Koperasi distrbusi adalah koperasi yang berfungsi untuk 

medistribusikan barang, dimana anggotanya berperan sebagai penjual barang 

dan jasa kepada konsumen. Dengan kata lain, anggota koperasi distribusi 

berperan sebagai pemasok barang atau jasa. 

c) Koperasi produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang berfungsi untuk menghasilkan 

barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan 

yang menghasilkan sebuah produk tertentu yang akan diserahkan kepada 

distributor untuk dijual kepada konsumen. Dengan kata lain, kegiatan 

koperasi produksi adalah menampung barang yang dihasilkan atau 

diproduksi oleh anggotanya. Contoh barang yang disediakan oleh koperasi 

produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan, maupun susu. Dengan 

demikian, contoh dari koperasi produksi misalnya koperasi susu atau 

koperasi hasil kerajinan. 

d) Koperasi jasa 

Koperasi jasa adalah koperasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan 

atau menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. 

Anggota koperasi jasa sendiri berperan sebagai pemilik dan pengguna 

layanan jasa koperasi. 

e) Koperasi simpan pinjam (KSP) 

Disebut juga dengan koperasi kredit, yaitu koperasi yang bertujuan 

untuk menyediakan uang bagi para anggotanya untuk berbagai keperluan. 

Saat ini banyak koperasi kredit tengah berkembang di Indonesia karena 

memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia. 

Didalam koperasi sendiri dikenal beberapa jenis simpanan sebagai berikut: 
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(1) Simpanan pokok 

Yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh anggota kepada koperasi pada 

saat masuk menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari hasil 

kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi. simpanan pokok berjumlah sama bagi setiap anggota. 

(2) Simpanan wajib 

Yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi 

dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah 

simpanan yang sama. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan 

pengurus dan anggota koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama 

yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 

(3) Simpanan sukarela 

Yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung pada 

kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil 

setiap saat. 

2) Koperasi Menurut Tingkat Dan Luas Daerah Kerjanya 

a) Koperasi primer 

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal berjumlah 20 

individu. 

b) Koperasi sekunder 

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-

badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota 

yang banyak jika dibandingkan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat 

dibagi menjdi: 

(1) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 5 

koperasi primer. 

(2) Koperasi gabungan, yaitu koperasi yang memiliki anggota paling 

sedikit 5 koperasi primer. 

(3) Koperasi induk, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 3 

koperasi gabungan. 
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3) Koperasi Menurut Status Keanggotaannya 

a) Koperasi produsen 

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya berperan 

sebagai produsen (menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu). 

b) Koperasi konsumen 

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya berperan 

sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya.29 

e.  Prinsip Dan Asas Koperasi 

Prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi okok dasar, panutan, 

atau ideologi dari sebuah badan usaha dalam berpikir dan bertindak. Dalam 

koperasi sendiri, prinsip diartikan sebagai asas atau garis haluan yang mendasari 

koperasi atau yang dijadikan sebagai penentuan dan pegangan oleh koperasi 

dalam praktik koperasi dalam keseharian. Sebagaimana dinyatakan dalam 

undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5, prinsip 

koperasi Indonesia terdiri dari 7 poin sebagai berikut: 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

Bersifat sukarela maksudnya setiap keanggotaan atau anggota 

memberikan modal mereka masing-masing secara sukarela untuk 

digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Sementara bersifat terbuka artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi 

dengan memenuhi persyaratan standar yang terdapat pada masing-masing 

koperasi. Siapapun memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri ke dalam 

koperasi dan tidak bersifat memaksa. 

2) Pengelolaan koperasi bersifat demokratis 

Maksud dari pengelolaan bersifat demokratis adalah bahwa seluruh 

kegiatan operasional koperasi dilaksanakan secara transparan pada semua 

anggota koperasi. Untuk itu, pembentukan struktur koperasi disesuaikan 

dengan asas yang menjunjung tinggi demokrasi baik dalam hal 

                                                 
29 Ibid., hal. 101-106 
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penyelenggaraan rapat, pemilihan pengurus, penetuan pengelola dan tercermin 

pula dalam seluruh aktivitas koperasi. 

3) Pebagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan 

besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota 

Seperti yang diketahui bahwa koperasi mempunyai tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. 

Atas dasar itu, maka dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota, 

koperasi berupaya semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan merata, salah 

satunya dalam hal pembagian SHU. Karena Sisa Hasil Usaha (SHU) 

merupakan jasa dan modal dari setiap anggota, maka pembagian SHU setiap 

anggota harus dibayar secara tunai dan dilakukan secara adil sesuai dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan kata lain, pembagian 

SHU diberikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan kerja masing-

masing aggotanya. 

4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal 

Yang dimaksud pembelian balas jasa anggota koperasi terbatas oleh 

besarnya modal yang tersedia yaitu jika modalnya sedikit, maka pemberian 

balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, 

pemberian balas jasa dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri. 

Jadi, balas jasa tersebut diberikan sesuai dengan keadilan, keseimbangan, dan 

keterbatasan seberapa besar modalnya yang telah diberikan oleh anggota. 

5) Kemandirian 

Maksud dari kemandirian ialah bahwa koperasi mengajarkan untuk 

setiap orang belajar mandiri, dimana setiap anggota koperasi memiliki peran, 

tugas, dan tanggung jawab atas setiap usaha itu sendiri. Di samping itu, 

anggota koperasi juga dituntut berperan aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri karena koperasi 

berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan 

organisasi lain dan juga tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain. 
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6) Pendidikan perkoperasian 

Maksudnya di dalam koperasi masing-masing anggota dididik untuk 

berwirausaha dan mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat. 

Pendidikan perkoperasian ini di maksudkan untuk memberikan bekal bagi 

anggota koperasi untuk berwirausaha atau bekerja setelah mereka terjun ke 

dalam masyarakat. Selain wirausaha, pendidikan koperasi juga di maksudkan 

untuk mematangkan anggota perkenaan dengan pemahaman koperasi, 

keorganisasian koperasi, dan lain-lain. 

7) Kerjasama antarkoperasi 

Kerjasama antar koperasi bermakna bahwa koperasi yang lebih tinggi 

tingkatnya harus membimbing koperasi yang baru terbentuk. Selain itu, 

kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya dengan memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk mensejahterakan anggota dari setiap koperasi dan dapat 

memajukan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. 

Selain memiliki 7 (tujuh) prinsip, koperasi juga memiliki 2 (dua) asas 

utama sebagai berikut: 

a) Asas kekeluargaan 

Maksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap anggota koperasi 

diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua 

angotanya seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan 

keluarga besar koperasi. Setiap anggota koperasi juga diharapkan 

mempunyai kesadaran untuk melakukan yang terbaik disetiap kegiatan 

koperasi dan dalam segala hal yang dianggap berguna untuk kemaslahatan 

seluruh anggota koperasi. 

b) Asas gotong royong 

Maksud asas gotong royong adalah bahwa setiap anggota koperasi 

memiliki sikap toleran, tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, 

serta mau dan mampu untuk bekerja bersama-sama dengan anggota 

lainnya.30 

                                                 
30 Ibid., hal 106-111 
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f.  Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia  

1) Meningkatkan pendapatan anggota 

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi adalah keuntungan para 

anggota. Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, semakin besar 

pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. 

2) Menciptakan lapangan pekerjaan 

Koperasi meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat 

pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha 

melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti di bidang kerajinan, 

pertanian, dan pertokoan. Dibukanya lapangan usaha koperasi berarti memberi 

kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada 

umumnya. 

3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota 

koperasi. Ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan 

memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah 

memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. 

4) Turut mencerdaskan bangsa 

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan pendidikan terhadap para anggota. 

Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan 

dan manajemen. Dengan demikian, koperasi turut berperan dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5) Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha. 

Kopeasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai 

tujuan bersama. Misalnya, koperasi pertanian dalam melakukan kegiatan 

usahanya dapat mempersatukan usaha para petani untuk memenuhi 

kebutuhannya, seperti usaha pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, dan 

menjual bersama produksi pertanian. 
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6) Menyelenggarakan kehidupan ekonomi 

Pada setiap kegiatan, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, 

melainkan berdasarkan keinginan para anggota, yaitu terlebih dahulu harus 

dimusyawarakan. Hal ini merupakan pencerminan dari pelaksanaan 

demokrasi ekonomi.31 

Berikut firman Allah tentang Kerjasama yang menjadi landasan kerja 

pada koperasi: 

وَلَْ فاَصْطَادُوْا حَللَْتمُْْ وَاِذَا  عَنِْ صَدُّوْكُمْْ انَْْ قَوْمْ  شَناَٰنُْ يجَْرِمَنَّكُمْْ ۗ 

ا انَْْ الْحَرَامِْ الْمَسْجِدِْ  تعَاَوَنوُْا وَلَْ وَالتَّقْوٰىْ  الْبرِ ِْ عَلىَ وَتعَاَوَنوُْا تعَْتدَُوْْۘ

ثمِْْ عَلىَ وَاتَّقوُا وَالْعدُْوَانِْ الِْ اِنَّْ اٰللَّْ ۗ   الْعِقاَبِْ شَدِيْدُْ اٰللَّْ ۗ 

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-maidah: 2) 

4. Koperasi Unit Desa 

a. Perkembangan Koperasi Unit Desa 

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang 

berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, sejak 

dikeluarkan Inpres no. 18 tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan 

pengembangan perkoperasian, KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di 

tingkat kecamatan. Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat 

pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya 

dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal inilah 

yang kemudian mengakibatkan KUD di Indonesia secara umum mengalami 

penurunan kinerja dan tidak sedikit yang hanya tinggal papan nama. 

Melihat fenomena ini, KUD layak diperankan kembali sebagaimana 

konsep awalnya. Perlu dilakukan revitalisasi, baik intern KUD sendiri maupun 

stakeholder, serta pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan reformasi KUD sebagai 

                                                 
31 Ibid., hal 111-113 
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lembaga ekonomi berparadigma baru yang mampu melindungi dan memfasilitasi 

usaha anggota dalam system bisnis dari hulu sampai hilir. Mengembalikan peran 

kundi KUD, merupakan konsekuensi tuntutan pembangunan ekonomi 

kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk 

menyejahterakan anggota serta masyarakat pedesaan, termasuk membantu 

berbagai program pemerintah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan 

makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan 

penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu 

jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di 

pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). 

KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya koperasi ini 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian 

karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau pertanian. 

Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan 

pertanian warga, namun juga sebagai penyokong kegiatan pertanian warga, 

namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, 

produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui 

KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, 

layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa 

diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan. 

KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu 

sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat 

tetap terpenuhi. Koperasi, termasuk KUD, adalah suatu gerakan ekonomi rakyat 

yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD masyarakat 

benar-benar mendapatkan manfaat yang tak sedikit. Kebutuhan hidup semakin 

terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat 

mampu memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya. 
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b. Peran KUD Bagi Pembangunan Desa dan Ekonomi Nasional 

Tidak dapat dipungkiri bahwa KUD memiliki peran dan manfaat yang luar 

biasa pentingnya bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang 

perekonomian. Sektor pertanian terus didorong agar lebih produktif serta mampu 

swasembada. 

 Begitupun dengan sektor-sektor lainnya seperti peternakan, perikanan, 

perdagangan, dan sebagainya. Berbagai sector tersebut di pacu agar mampu 

menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 

 Selain berperan penting dalam bidang perekonomian, KUD juga memiliki 

peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui 

masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding 

masyarakat kota. 

 Dengan adanya KUD diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa 

semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

c. Dukungan Pemerintah 

KUD yang dibentuk di pedesaan dan beranggotakan masyarakat desa tak 

bergerak sendiri dalam segala aktivitasnya. Pemerintah telah memberi dukungan 

secara hukum, moril, dan finansial. Pemerintah ikut bertanggungjawab 

memberdayakan KUD yang ada guna mendorong pembangunan di kawasan 

pedesaan, 

Peran pemerintah dalam mendorong perkembangan dan jangkauan KUD 

adalah dengan mengucurkan bantuan berupa hibah, kredit, dan bantuan lain. 

Pemerintah juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat desa agar lebih produktif 

lagi dalam bidang ekonomi. 

Melalui support dan bantuan secara langsung dari pemerintah diharapkan 

KUD dan masyarakat desa secara umum mampu bangkit, mandiri, dan memiliki 

masa depan yang lebih cerah. 
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d. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi KUD 

Guna mendorong peran KUD agar lebih optimal, maka perlu ditumbuhkan 

dan dikembangkan semangat serta pola fikir kewirausahaan. Masyarakat perlu 

diarahkan agar memanfaatkan KUD sebagai penampung hasil produksi 

(pertanian, perkebunan, perikanan, dll) dan kemudian dipasarkan. 

Agar KUD terus berjalan dan memiliki peran penting, maka perlu 

diupayakan beberapa hal berikut: 

1) Peningkatan modal dari berbagai pihak. Modal perasional KUD bisa 

diperoleh dari pemerintah (pusat/daerah), lembaga swasta maupun 

bantuan pribadi anggota serta dermawan. 

2) Peningkatan kualitas SDM dan perbaikan manajemen KUD. Tiap 

pengurus atau orang yang terlibat dalam KUD harus berjiwa professional 

dan punya moralitas yang tinggi. Masyarakat dijadikan pengawas 

operasional KUD. 

3) Adanya dukungan anggota. KUD bisa terus berkembang bila anggota 

benar-benar memanfaatkan KUD sebagai penyedia kebutuhan tempat 

pemasaran, dan lain sebagainya. 

4) Memberikan pelayanan optimal bagi anggota serta masyarakat yang 

membutuhkan. KUD hendaknya tak hanya fokus pada simpan pinjam, 

namun perlu menjangkau lebih luas seperti pemasaran, penyedia jasa, 

produksi, distribusi, dan konsumsi bagi anggota dan masyarakat luas. 

5) Melibatkan generasi muda agar turut serta membangun KUD. Pelatihan, 

magang atau menjadikan generasi muda sebagai pengurus/anggota bisa 

menjadi satu point penting bagi pengembangan KUD.32 

Berikut Firman Allah  tentang etos kerja di sector koperasi : 

يَ   بَىٰ وَ قُرْ َاءِ ذِي الْ يت إِ انِ وَ حْسَ الِْْ لِ وَ دْ عَ الْ رُ بِ مُ
ْ أ َ يَ نِ إِنَّ اللََّّ ىٰ عَ هَ  نْ

رُونَ  َذَكَّ مْ ت لَّكُ عَ مْ لَ كُ ظُ ۚ يَعِ يِ  بَغْ الْ رِ وَ كَ نْ مُ الْ اءِ وَ فَحْشَ  الْ

                                                 
32 David prastyo, koperasi unit desa (Kalimantan barat: CV derwati press, 2019) hal.48-54 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-nahl : 90) 

5. Standar Akuntansi Koperasi 

a. Pedoman Standar Akuntansi Koperasi 

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi haruslah dikelola secara profesional 

dengan menerapkan prinsip keterbukaan, trasparansi dan akuntabilitas yang dapat 

diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh 

masyarakat pada umumnya. Penyususnan laporan keuangan secara jujur, tertib 

dan wajar merupakan perwujudan dari penerapan prinsip tersebut. 

Pada awalnya standar akuntansi yang digunakan mengacu pada standari 

akuntansi yang diatur oleh ikatan akuntan Indonesia melalui pernyataan standar 

akuntansi keuangan 27: akuntansi perkoperasian. Akan tetapi, pedoman ini 

kemudian dicabut pada 8 april 2011 melalui pernyataaan pencabutan standar 

akuntansi keuangan 8 (PPSAK) tentang pencabutan PSAK 27; akuntansi 

perkoperasian. Alasan dari pencabutan tersebut karena dampak dari konvergensi 

ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standard 

atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industry 

tertentu, di karenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK 

yang mengacu ke IFRS. 

Pemerintah melalui kementrian koperasi dan usaha kecil menengah 

republik Indonesia yang berperan dalam membangun dan mengembangkan 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, telah mengatur suatu 

pedoman akuntansi koperasi, yaitu: 

1. PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum 

akuntansi koperasi sector rill 

2. PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman 

akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. 
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3. PermenKopUKM No. 14/Per/M.kukm/IX/2015 tentang pedoman 

akuntansi usaha simpan pinjam dan pembuatan syariah oleh koperasi. 

b. Pedoman Akuntansi Koperasi Sector Rill 

Koperasi sektor rill merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha 

dibidang jasa, usaha perdagangan dan usaha produksi. Ini memiliki karakteristik 

utama dimana: 

1) Koperasi dibentuk oleh angota atass dasar kepentingan ekonomi yang 

sama. 

2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai 

kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, 

tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. 

3) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh 

anggotanya. 

4) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya 

dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. 

5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya maka 

kelebihan kemampuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekitarnya. 

Dalam keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya, partisipasi anggota 

koperasi konsumen dalam bentuk aktif membeli barang/jasa kebutuhan konsumsi, 

anggota koperasi jasa dalam bentuk aktif memberikan jasa yang bukan merupakan 

barang jadi tidak untuk diperjualbelikan, anggota koperasi produsen dalam bentuk 

aktif membeli barang/jasa untuk kebutuhan input produksinya, dan anggota 

koperasi pemasaran dalam bentuk aktif menjual hasil produknya kepada kopersi 

untuk dipasarkan secara bersama-sama dan atau melalui koperasi. 

Untuk itulah diatur koperasi sektor rill sebagai suatu sistem pencatatan 

yang sistemais yang mencerminkan pengelolaan koperasi sektor rill yang 

transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip 

koperasi dan tata kelola manajemen yang baik. 

Pedoman akuntansi ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan 

pelayanan antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan 
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non anggota dan transaksi lain yang spesifik yang terjadi pada koperasi sektor rill. 

Transaksi koperasi dengan anggota merupakan hubungan khusus yang disebut 

hubungan pelayanan, sementara transaksi dengan non anggota disebut hubungan 

bisnis. Perlakuan akuntansi dari hubungan ini harus dipisahkan, karena harus 

mencerminkan implementasi prinsip, tujuan, dan fungsi koperasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Untuk itulah dalam 

laporan keuangannya perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga 

mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelyanan kepada 

anggota dan berbisnis dengan non anggota. 

Standar akuntansi yang dipakai bagi koperasi sektor rill yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik, mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sedangkan koperasi sektor rill yang 

memiliki akuntabilitas publik, seperti yang telah menerbitkan surat utang koperasi, 

obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dan koperasi yang membentuk 

badan hukum lain (perseron terbatas), wajib menggunakan Standar Akuntansi 

Keuangan Umum (SAK-Umum). 

Yang dimaksud Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas 

yang: 

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purposes 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Misalnya pemilik yang tidak 

terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga 

pemeringkat kredit. 

3) Sedangakan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 

4) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritor pasar modal atau 

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal 

5) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusial untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau 

pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 
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Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban 

pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk 

menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Ini merupakan bagian dari sistem 

pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupu eksternal koperasi 

sektor rill. Untuk itu laporan keuangan harus dapat menyajikan: 

1) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor rill yang secara khusus bertugas 

memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode 

akuntansi tertentu. 

2) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor rill yang secara khusus ditujukan 

untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi 

tertentu.  

3) Informasi penting lain yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi 

jangka pendek dan panjang. 

Laporan keuangan yang diterbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa: 

1) Neraca 

2) Perhitungan Hasil Usaha 

3) Laporan Perubahan Ekuitas 

4) Laporan Arus Kas 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus memperhatikan 

ketentuan karakteristik kualitatif SAK-ETAP sebagai berikut: 

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna 

2) Relevan 

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan. 

3) Materialitas 
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Informasi yang disajikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos 

yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. 

Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang 

memiliki sifat atau fungsi sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian 

untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil 

4) Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material 

dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau 

kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu) 

5) Substansi mengungguli bentuk 

Transaksi dan pristiwa decatat dan disajikan dengan substansi dan 

realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

6) Pertimbangan sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, 

sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak 

memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau 

pencatatan kewajiban atau beban lebih tinggi. 

7) Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan matrealitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 

menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukup jika 

ditinjau dari segi relevansi. 

8) Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar 

periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan 
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antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

9) Tepat waktu 

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi para pengunanya. Tepat waktu meliputi penyedian 

informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 

10)  Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami 

manfaat informasi informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh 

pengguna eksternal. 

c. Sisa Hasil Usaha 

Undang-undang no. 25 tahun1992 pasal 45 telah mengatur Sisa Hasil Usaha 

(SHU) dimana: 

1) Sisa hasil usaha merupakan pnedapatan koperasi yang diperoleh dalam 

satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusustan dan kewajiban 

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 

perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan 

rapat anggota. 

3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota 

Lebih detail dalam PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 

tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor rill menjelaskan bahwa SHU 

adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 

satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan 

biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan. 

SHU setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan 

kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan dan pembagian lainnya 

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti 
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dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah. Dalam hal jumlah 

pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian SHU yang bukan 

menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban lancer setelah mendapat 

persetujuan rapat anggota tahunan. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi 

diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi. Apabila jumlah 

pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU dicatat sebagai SHU tahun 

berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, 

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha 

koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil 

usaha disebut SHU. Ini bukan semata-mata mengukur besaran laba melainkan 

juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non 

anggota. Terkait dengan pembagian SHU, beberapa prisip-prinsip pembagian 

SHU sebagai berikut: 

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 

Pada hakikatnya, SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang 

bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil 

transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi dengan anggota, 

melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus koperasi 

tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat 

anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak 

membebani likuiditas koperasi. oleh karena itu, langkah pertama dalam 

pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber dari hasil transaksi 

usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota. 

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan 

anggota sendiri. 

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan intensif 

dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya 

dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa 

modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian 

anggota harus ditetapkan berapa presentase untuk jasa modal misalkan 30% 

dan sisanya sebesar 70% untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada 
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formula baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi 

usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri. 

Apabila total modal koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan anggota 

(bukan donasi ataupun dana cadangan) maka disarankan agar proporsinya 

terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan 

melebihi 50%. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga agar karakter 

koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan. 

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. 

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi 

kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota 

dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya 

kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu 

proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu 

kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam 

proses demokrasi. 

4) SHU anggota dibayar secara tunai 

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan 

demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat 

kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. SHU yang diterima oleh 

anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota 

sendiri, yaitu: 

1) SHU atas jasa modal 

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik 

maupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari 

koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku 

yang bersangkutan. 

2) SHU atas jasa usaha 

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga 

sebagai pemakai atau pelanggan. SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi itu 

sendiri, umumnya dapat terdiri dari: 
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1) Cadangan koperasi 

2) Jasa anggota 

3) Alokasi pengurus 

4) Alokasi pendidikan anggota 

5) Alokasi sosial 

6) Alokasi pembangunan lingkungan/daerah 

Komponen ditas bukanlah aturan baku yang harus diikuti. Setiap koperasi 

dapat menentukan sendiri komponen untuk ditetapkan dalam anggaran dasar 

yang disepakati oleh rapat anggota, termasuk alokasi proporsi kuantitatif 

masing-masing komponen. 

Untuk menghitung pembagian SHU per anggota dapat digunakan rumus 

(sitio & tamba, 2011): 

SHU pa = SHU Jasa Usaha Anggota + SHU Jasa Modal Anggota 

 

SHU pa = 
Va

VUK
 x JUA + 

Sa

TMS
 x JMA 

SHU Usaha Per Anggota = 
Va

𝑉𝑈𝐾
 x JUA 

 

SHU Modal per anggota = 
Sa

TMS
 x JMA 

 

Keterangan: 

SHU pa  = SHU per anggota 

Va  = Volume (usaha) anggota 

VUK  = Volume Usaha Koperasi 

JUA  = Jasa Usaha Anggota 

Sa  = Simpanan anggota 

TMS  = Total Modal Simpanan 

JMA  = Jasa Modal Anggota 
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Berikut hadist Nabi yang memeiliki penjelasan tentang adanya standar 

tentang penerapan akuntansi koperasi: 

لُ : عَن ابْنِ مَسْعوُدٍ رضي اللََّّ عنه عن النَّبيَِّ صَلىّ اللهُ عَلَيْهِ  فاَلْوََّ

ًَلَّم قال : دْقَ يهَْدِي إلِىَ الْبرِِّ وَإنَِّ الْبرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَنَّةِ ،   و إِنَّ ال َّ

جُلَ ليْ دقُُ حَتَّى يكُتبََ  ِ ، وإِنَّ الْكَذِبَ يهَْدِي وَإِنَّ الرَّ ِ صِدِيّقا عِنْدَ اللََّّ

جُلَ لَيكَْذِبُ حَتَّى  إلِىَ الفجُورِ وَإِنَّ الفجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّ

ِ كَذَّاباِ متفقٌ عليه      يكُتبََ عِنْدَ اللََّّ

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه dari Nabi  وًلمصلی الله عليه , 

sabdanya: “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan 

sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya 

seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai 

seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada 

Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan 

sesungguhnya seseorang  yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah 

sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafaq ‘alaih). 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk mengkaji penelitian “analisis penerapan standar akuntansi 

keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dalam 

penyusunan laporan keuangan (studi kasus: koperasi unit desa (KUD) 

tunas muda desa teluk merbau kecamatan dayun)” maka dasar -dasar 

penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan 

perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No  Nama Peneliti  Judul Peneliti Alat Penelitian Hasil Penelitian 

1 Siti Supinah 

(2015)  

Penerapan SAK-

ETAP di UMKM 

Data analisis 

dengan 

a. SAK-ETAP untuk standar 

penyusunan laporan keuangan 
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studi kasus pada 

Koperasi Aspada 

Yogyakarta 

menggunakan 

pendekatan 

analisis 

kualitatif 

koperasi dinilai kurang untuk 

diterapkan pada koperasi. Hal ini 

dikarenakan untuk hal-hal yang 

tidak diatur secara spesifik 

dalam SAK-ETAP masih 

mengacu pada PSAK no.27 

b. Pihak koperasi serba usaha 

“aspada” belum melakukan 

penerapan standar akuntansi 

entitas tanpa akuntabilitas public 

(SAK ETAP) secara penuh 

sebagai standar dalam 

penyususnan laporan keuangan 

koperasi serba usaha 

“ASPADA” 

c. Laporan keuangan yang 

disajikan oleh koperasi serba 

usaha “ASPADA” belum 

menyajikan laporan keuangan 

secara penuh.  

2 Ikhsan (2018)  analisis penerapan 

SAK-ETAP dalam 

penyususnan 

laporan keuangan 

pada koperasi 

simpan pinjam 

berkat cabang 

pinrang. 

Deskriptif 

kualitatif 

a. Laporan keuangan yang telah 

disajikan oleh koperasi simpan 

pinjam berkat cabang pinrang 

hanya terdiri dari neraca dan 

laporan laba rugi 

b. Laporan keuangan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan 

tidak dibuatkan 

c. Pada neraca koperasi simpan 

pinjam berkat cabang pinrang 
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terdapat pos-pos yang belum 

sesuai dengan SAK ETAP  

diantaranya pos aktiva tetap 

belum mencantumkan antara 

kendaraan, tanah dan gedung, 

penyisihan piutang tak tertagih 

juga belum dicantumkan dalam 

neraca, dan pos akumulasi 

penyususnan aset juga belum 

dicantumkan pada neraca 

d. Konsep kewajiban pada neraca 

juga masih belum memisahkan 

antara kewajiban kepada anggota 

dan non anggota 

e. Pengakuan pendapatan yang 

dilakukan koperasi simpan 

pinjam berkat cabang pinrang 

masih menggunakan prinsip kas, 

yaitu mengakui pendapatan 

ketika kas diterima atau 

dikeluarkan. Untuk konsep aset, 

kewajiban, ekuitas, dan beban 

sudah menggunakan prinsip 

akrual, yaitu pengakuan atas 

aset, kewajiban, ekuitas, dan 

beban ketika terjadinya transaksi 

bukan kas diterima atau 

dikeluarkan. Sedangkan 

pengukuran yang dilakukan 

sudah sesuai dengan ketentuan 

SAK ETAP yang berlaku. 
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f. Konsep beban dasarnya sudah 

sesuai dengan SAK ETAP, 

namun pengklasifikasiannya 

masih belum tepat. Beban 

piutang tak tertagih belum 

tercantum dalam laporan laba 

rugi. 

3 Ratih Sepriana 

(2015)  

Analisis penerapan 

SAK ETAP pada 

laporan keuangan 

koperasi (studi 

kasus pada KUD 

bendosari kepanjen 

kidul kota blitar) 

Deskriptif 

kualitatif 

Laporan keuangan pada koperasi 

unit desa bendosari telah 

menerapkan SAK ETAP dengan 

baik, akan tetapi masih ada 

kekurangan dalam penerapannya, 

siantaranya: 

a. Tak ada akun potongan 

pembelian dalam pembukuan 

keuangan kud bendosari. 

Apabila ada diskaun langsung di 

kurangkan ke harga beli. Padahal 

SAK ETAP mensyaratkan 

bahwa diskaun tidak termasuk 

dalam harga penjualan dan 

pembelian 

b. Penilaian asset terakhir 

dilakukan pada tahun 2012. Hal 

ini mempengaruhi kualitas 

keandalan dan relevansi dari 

laporan keuangan pada koperasi 

unit desa bendosari 

c. Dalam catatan atas laporan 

keuangan tidak dijelaskan 

metode apa yang digunakan 
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dalam penyususnan laporan hasil 

usaha, laporan perubahan modal 

dan laporan arus kas 

d. Jangka waktu dari piutang tak 

tertagih tidak dicantumkan 

dalam catatan atas laporan 

keuangan. Padahal informasi 

tersebut sangat berguna bagi 

pengguna laporan keuangan 

e. Berdasarkan PSAK ETAP. 

Tujuan dari cadangan  koperasi, 

pembagian sisa hasil usaha tahun 

berjalan (SHU), jumlah 

simpanan pokok san simpanan 

wajib yang belum di lunasi, jenis 

donasi (terikat atau tidak terikat), 

harunya diungkapkan pada 

catatan atas laporan keuangan. 

Akan tetapi pada koperasi unit 

desa bendosari tujuan dari dana 

cadangan tidak diungkapkan 

dalam catatan atas laporan 

keuangannya. 

f. Kegiatan bisnis untuk non 

anggota tidak di ungkapkan pada 

catatan atas laporan keuangan, 

serta aktifitas koperasi 

mempromosikan ekonomi 

anggotanya tidak diungkapkan 

pada laporan keuangan. 

Harusnya semua informasi ini 
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dicantumkan pada catatan atas 

laporan keuangan. 

4 Muhammad 

Ivan 

Nurfadilah 

(2018) 

pemahaman dan 

penyajian standar 

akuntansi keuangan 

entitas tanpa 

akuntabilitas public 

(SAK ETAP) pada 

Home Industry 

kripik tempe di 

sentra kripik tempe 

karangtengah 

prandon ngawi 

(tahun 2015-2016). 

Deskriptif 

kualitatif 

a. Terdapat 8 home industry  kripik 

tempe yang sudah memahami 

SAK ETAP, dan hanya 1 yang 

home industry yang tidak 

memahami SAK ETAP. 

Pemahaman mereka tentang 

SAK ETAP hanya sebatas dari 

sosialisasi dinas usaha mikro dan 

koperasi kabupaten ngawi dan 

juga pemilik home industry tidak 

memperhatikan tentang kriteria 

pengakuan aset, kewajiban, 

modal, penghasilan, dan beban 

pada usahanya 

b. Ada 6 home industry yang 

membuat laporan keuangan. 

Dalam pembuatan laporan 

keuanganpun hanya melakukan 

pencatatan selanjutnya membuat 

laporan keuangan sesuai 

kebutuhan usahanya. Jadi masih 

terbatas dalam laporan laba/rugi 

dan  1 home industry yang 

membuat laporan neraca, tetapi 

belum memahami konsep dari 

SAK ETAP itu sendiri.hal 

tersebut karena tidak adanya 

pihak yang melakukan pelatihan 
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dan follow up tentang pencatatan 

mengenai SAK ETAP 

5 Qurratul Ainia 

(2017) . 

Penerapan 

akuntansi 

berdasarkan standar 

akuntansi keuangan 

entitas tanpa 

akuntabilitas public 

pada Koperasi 

Pegawai Republic 

Indonesia (KPRI) 

“Suka Makmur” 

Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik. 

Kualitatif a. Dalam penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan oleh 

KPRI Suka Makmur telah 

menerapkan SAK ETAP 

b. Pada laporan keuangan yang 

disajikan oleh KPRI suka 

makmur belum sepenuhnya 

sesuai dengan SAK ETAP. 

Karena dalam penyusunan 

laporannya masih terdapat 

beberapa ketidaksesuaian 

dengan kaidah penyajian laporan 

keuangan menurut SAK ETAP. 

Misalnya dalam penyusunan 

laba rugi koperasi tidak 

mencantumkan beban pajak. 

Beban pajak tidak menjadi pos 

tersendiri namun dimasukkan ke 

dalam beban umum dan 

administrasi. Sedangkan dalam 

laporan kas yang disusunnya 

masih belum secara jelas 

melakukan klarifikasi ke dalam 

arus kas operasi, investasi, dan 

pendanaan. 

c. Dalam penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh 

KPRI suka makmur tidak 

melakukan penyusunan catatan 
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atas laporan keuangan dan hanya 

menyusun neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, 

dan laporan arus kas. Padahal 

keberadaan catatan atas laporan 

keuangan sangatlah dibutuhkan 

karena dapat diketahui kebijakan 

apa saja yang telah digunakan 

oleh pihak koperasi. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, untuk memeperjelas penelitian yang akan 

dilakuakan, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

      

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa penerapan standar 

akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik memiliki peran penting dalam laporan 

keuangan pada KUD Tunas Muda. Adanya SAK ETAP ini diharapkan dapat 

membantu setiap perusahaan yang laporan keuangannya belum menjadi umum untuk 

dicatat sesuai standar yang ada. Dalam arti, jika SAK ETAP dapat dilaksanakan 

secara memadai dan berkelanjutan, maka kesalahan-kesalahan yang ada dalam 

laporan keuangan sebelumnya dapat diminimalisir sedini mungkin. serta diharapkan 

adanya penulisan laporan keuangan sesuai standar tersebut dapat berguna untuk 

perbaikan atas pencatatan sebelumnya untuk kebaikan yang akan datang. Dalam hal 

Koperasi Unit Desa Tunas 

Muda Desa  Teluk Merbau 

Kecamatan Dayun 

Penyajian Laporan Keuangan 

 

Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) 
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ini, staf SDM yang memahami laporan keuangan sesuai SAK ETAP khususnya 

bendahara perusahaan merupan salah satu bagian organisasi perusahaan yang 

penting, yang bertujuan untuk menunjang laporan keuangan sehingga dapat tercatat 

dengan baik sesuai standar dari SAK ETAP.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan 

pendekatan kualitatif.  Metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut 

juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya.33 Metode penelitian kualitatif juga 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis 

mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena 

metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat 

masalah lainnya.34 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda yang 

terletak di desa Teluk Merbau kecamatan Dayun Kabupaten SIAK. Penelitian ini 

akan dilakukan pada Maret 2021. 

C. Subyek Dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang diambil oleh penulis adalah Bapak Setiyono selaku 

ketua dari Koperasi Unit Desa Tunas Muda. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah laporan keuangan KUD Tunas Muda. Penelitian 

difokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada 

laporan keuangannya. 

                                                 
33 Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, dasar metodologi penelitian, (Yogyakarta: Literasi Meda 

Publishing, 2015) hlm. 27 
34 Ibid., hlm. 28 
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D. Jenis  Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan 

yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer 

dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada 

ketua  KUD Tunas Muda  yaitu Bapak Setiyono. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, 

data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun 

perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, 

yakni dari kepustakaan elektronik (Ipusnas) dengan mempelajari literature-

literatur. Bacaan-bacaan dan buku yang berhubungan dengan permasalahn yang 

dibahas serta sumber-sumber yang mendukung. Diantaramya adalah jurnal, skripsi, 

dan tesis yang berkaitan dengan penerapan SAK-ETAP, serta arsip laporan 

keuangan KUD Tunas Muda pada tahun 2019. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa studi 

dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunkana teknik dokumentasi terhadap 

laporan keuangan koperasi unit desa tunas muda  yang telah dipublikasikan. untuk 
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mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan 

tersebut, apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

b. wawancara 

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung bapak pimpinan 

KUD tunas muda untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang 

fenomena yang diteliti dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan makna yang 

tepat.  

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan 

analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data 

tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat 

menjadi teori substantif. 

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data 

yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai 

objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. 

Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. 

Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas 

sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara 

induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai 

dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti 

dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti 

harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah 

menjadi hasil penelitian.35 

Proses analisis data diantaranya ialah: 

                                                 
35 Dr. sandu siyoto, dasar metodologi penelitian (Yogyakarta:Literasi media publishing, 

2015) hal. 120 
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1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang oenting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan 

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh 

peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan 

catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. 

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. 

Dalam prosesnya Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang 

tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang 

tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur 

dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data 

seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang 

tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak 

hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang 

diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang 

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, 

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Proses dalam 

Penyajian data dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 
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mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaa, atau perbedaan. Penarikan 

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan 

konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.36 Proses setelah dilakukan 

penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah 

kesimpulan. Tahapan tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode 

analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah 

paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peniliti dalam 

menggunkan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti 

menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil 

penelitian kualitatif. 

                                                 
36 Ibid., hlm. 122-124 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah Koperasi Unit Desa Tunas Muda 

KUD tunas muda merupakan wadah kegiatan perekonomian 

pedesaan yang dimiliki oleh warga desa. Melalui koperasi inilah 

masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar 

terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, 

diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin 

meningkat, lebih-lebih di daerah transmigrasi yang tingkat masyarakatnya 

belum stabil 

KUD Tunas Muda dibentuk pada tanggal 06 agustus 1990 dengan 

memperoleh penegasan badan hukum pada tanggal 20 Maret 1991 nomor: 

1556 dan diperbaharui pada tahun 1996 dengan memperoleh badan hukum 

nomor: 105/BH/PAD.KWK.4/5.I/II/1996 dengan wilayah kerja meliputi 

Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Pertama kali 

berdiri, KUD Tunas Muda hanya melakukan kegiatan waserda, usaha 

pupuk dan usaha angkutan. Namun karena usaha keras pengurus dan 

anggota, akhirnya KUD Tunas Muda mengalami banyak peningkatan di 

antaranya penjuaran waserda (berbentuk minimarket), penjualan pupuk, 

jasa angkutan, jasa tandan buah segar, jasa usaha simpan pinjam dan jasa 

umum. 

Secara historis keanggotaan KUD Tunas Muda berasal dari seluruh 

kepala keluarga mantan transmigrasi UPT VII Sei Buatan. Pengurus yang 

ada pada saat ini adalah untuk masa kerja 2017 sampai dengan tahun 2021 

dengan susunan sebagai berikut: 

Ketua   : Setiyono 

Sekretaris  : Dedi Arianto, ST 

Bendahara  : H Suharto  
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Sedangkan yang menjadi badan pengawas yang berperan untuk 

mengawasi jalannya kegiatan organisasi maupun kegiatan usaha adalah 

sebagai berikut: 

Ketua  : Sukardi 

Anggota 1  ; Jaini 

Anggota 2  : Surawan 

Pada tahun 2019 ada penambahan 2 orang karyawan yang 

ditempatkan di bidang IT dan Marketing sehingga jumlah karyawan yang 

direncanakan sebanyak 8 orang, penambahan karyawan ini terkait dengan 

perubahan sistem yang membutuhkan tenaga tambahan agar kegiatan 

KUD Tunas Muda bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. 

b. Azaz dan Tujuan 

1) Koperasi berdasarkan kekeluargaan bergotong royong 

2) Koperasi bertujuan: 

a) Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian 

b) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan 

masyarakat daerah kerja pada umumnya 

c) Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya dan kemampuan 

usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan 

pendapatannya. 

Selanjutnya melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

maksud dan tujuan. Semuanya dalam artian yang seluar-luasnya dengan 

mengindahkan undang-undang peraturan yang berlaku. 

c. Uraian Tugas Koperasi Tunas Muda 

Adapun uraian tugas pada koperasi tunas muda ialah sebagai berikut: 

1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada 

koperasi, segala keputusan ditentukan oleh anggota yang disampaikan 

melalui forum rapat anggota. Penyelenggaraan rapat anggota 

sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. 

2) Pengurus, memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi. 

Pengurus ini hanya merupakan pemegang mandate yang dipilih, 



57 

 

 

diberhentikan dan diangkat oleh anggota. Membuat kebijakan yang 

tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran umah tangga dan 

harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. 

3) Ketua, memiliki tugas memimpin koperasi dan mengkoordinasikan 

anggota pengurus, mewakili koperasi dan mengkoordinasikan anggota 

pengurus, mewakili koperasi dalam pengadilan dan melaksanakan 

segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota. 

4) Sekretaris, pertanggungjawabannya tentang administrasi koperasi, 

melengkapi kelengkapan koperasi, mengarahkan tugas karyawan serta 

menyusun rancangan rencana kerja organisasi. 

5) Bendahara, bertugas masalah keuangan, mengatur pembukuan 

keuangan, menyusun anggaran setiap bulan, mengatur penerimaan dan 

pengeluaran uang, menyusun laporan keuangan serta mengendalikan 

anggaran. 

6) Badan pengawas, memiliki tugas pengawas terhadap pelaksanaan 

kebijakan pengurus tentang pengelolaan koperasi, meneliti dan 

membuat catatan yang ada apada koperasi tentang hasil pengawasan. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KUD Tunas Muda 

Pengurus  

1. Ketua : Setiyono 

2. Sekretaris : Dedi A. ST 

3. Bendahara : H. Suharto 

Direktur  

Fathor Indriyanto 

 

Rapat Anggota Tahunan 

Badan Pengawas  

1. Ketua  : Sukardi  

2. Anggota  : a. Jaini 

  b. Surawan 

BPP 

1. Ketua  : Rudi S.PdI 

2. Anggota : a. Tholib J. 

  b. Nurhadi 

Kabag Keuangan  

Tuminah  

Subag Akuntansi 

Wahaji Riyanti 

 

Subag Kasir 

Naning Rahayu 

Subag Personalia 

 

Subag Tata Usaha 

Mustofa  

Ketua Umum  

Anton  

Manajer waserda 

Musimah 

Manaager bidang 

pajak 

Nurul Hidayah S.Kom 

Manager simpan 

pinjam 

Dista K. Ardiansyah 

Manager produksi 

dan pupuk 

Sodiq 
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d. Aktivitas umum koperasi 

Kegiatan usaha KUD Tunas Muda Antara lain: 

1) Unit usaha waserda 

Dalam unit ini terbagi dua bagian yaitu waserda khusus alat-alat 

bangunan, pertanian, dan waserda yang menjual kebutuhan rumah 

tangga (minimarket). 

2) Unit usaha pupuk 

Menyediakan pupuk yang diperlukan anggota dengan berbagai 

merk yang dibutuhkan. 

3) Unit usaha angkutan TBS  

Menyediakan mobil pake up untuk mengangkut barang-barang 

dagangan dan mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit para 

anggota dari perkebunan sampai ketempat pengolahan. 

4) USP (Unit Usaha Simpan Pinjam) 

Koperasi unit desa tunas muda juga memberikan jasa simpan 

pinjam kepada anggota dan non anggota di mana pengembalian 

pinjamannya dengan cara diangsur, unit ini juga dikatakan juga 

lembaga pembiayaan. Alasan dikatakan demikian karena usaha yang 

dijalankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat. 

e. Laporan Keuangan KUD Tunas Muda 

1) Neraca  

Berikut laporan neraca KUD Tunas Muda: 

Tabel 4.1 

KUD MANDIRI TUNAS MUDA 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2018 2019 

KETERANGAN 31 DES 2019 31 DES 2018 

Aset   

Aset Lancar   
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  Kas dan setara kas 4.070.127.828.65 4.998.912.347.90 

  Piutang usaha 3.656.125.957.69 3.698.151.831.79 

  Penyisihan piutang ragu-ragu - - 

  Piutang dana-dana - 43.330.647.00 

  Persediaan  - 166.563.665.00 

Jumlah aset lancar 7.726.253786.65 8.906.958.491.69 

Aset tidak lancar   

 Penyertaan  201.351.700.00 201.231.700.00 

 Aset tetap, nilai buku 182.727.499.72 414.598.237.97 

 Aset lain-lain 20.000.000.00 20.000.000.00 

Jumlah aset tidak lancar 404.079.199.72 635.829.937.97 

      Jumlah Aset 8.130.332.986.37 9.542.788.429.66 

   

Liabilitas & kekayaan bersih   

Liabilitas Lancar   

  Simpanan anggota 2.691.177.492.02 3.763.526.682.08 

  SHU Bagian Anggota 6.284.221.48 7.722.842.18 

  Hutang dana-dana SHU 11.582.810.78 11.993.678.20 

  Hutang dana-dana lainnya 2.767.238.395.00 353.655.802.90 

  Biaya YH dibayar 60.000.000.00 75.000.000.00 

Jumlah liabilitas lancar 5.536.282.919.28 4.211.899.005.36 

Liabilitas jangka panjang   

  Hutang lain-lain 301.239.019.00 3.129.582.022.00 

Jumlah kewajiban jk panjang 301.239.019.00 3.129.582.022.00 

   

Ekuitas    

  Simpanan pokok 4.135.000.00 4.355.000.00 

  Simpanan wajib 143.955.550.00 140.513.550.00 

  Simpanan wajib khusus 3.075.691.00 3.075.691.00 

  Cadangan 1.943.466.865.85 1.878.069.335.55 
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  Donasi  11.800.000.00 11.800.000.00 

  SHU Tahun Berjalan 186.197.941.24 163.493.825.75 

Jumlah kekayaan bersih 2.292.811.048.09 2.201.307.402.30 

   

Liabilitas + Ekuitas 8.130.332.986.37 9.542.788.429.66 

Sumber: laporan Audit tahun 2019 

2) Laporan Sisa Hasil Usaha 

Berikut laporan sisa hasil usaha KUD Tunas Muda: 

Tabel 4.2 

KUD MANDIRI TUNAS MUDA 

LAPORAN SISA HASIL USAHA 

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 

KETERANGAN TAHUN 2019 TAHUN 2018 

Pendapatan   

  Pendapatan usaha 51.108.834.967.00 69.499.178.675.00 

Harga pokok penjualan   

  Persediaan awal 166.563.665.00 177.432.575.00 

  Pembelian 49.780.612.034.51 68.222.348.988.00 

  Barang tersedia untuk dijual 49.947.175.699.51 68.399.217.898.00 

  Persediaan akhir - (166.563.665.00) 

Jumlah 49.947.175.699.51 68.233.217.898.00 

  Beban Usaha 171.210.895.00 230.771.995.00 

       Harga pokok penjualan 50.118.386.594.51 68.463.989.893.00 

  SHU kotor 990.448.372.49 1.035.188.782.00 

  Beban umum dan administrasi 808.250.431.25 878.644.956.25 

        SHU bersih 182.197.841.24 156.543.825.75 

Pendapatan luar usaha   

  Pendapatan lain-lain 4.000.000.00 6.950.000.00 

  Jumlah 4.000.000.00 6.950.000.00 
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SHU Tahun Berjalan 186.197.941.24 163.493.825.75 

Sumber: laporan audit 2019 

3) Laporan Perubahan Ekuitas 

Berikut laporan perubahan kekayaan bersh KUD Tunas Muda: 

Tabel 4.3 

KUD MANDIRI TUNAS MUDA 

LAPORAN PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH 

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 

Keterangan Kekayaan Bersih Komulatif Saldo 

Laba Ditahan 

Jumlah Kekayaan 

Bersih 

Saldo per 31 Desember 2018    

Simpanan pokok 4.355.000.00 - 4.355.000.00 

Simpanan wajib 125.141.550.00 15.372.00.00 140.513.550.00 

Simpanan wajib khusus 3.075.691.00 - 3.075.691.00 

Donasi 11.800.000.00 - 11.800.000.00 

Cadangan 1.801.252.642.55 76.816.693.00 1.878.069.335.75 

SHU tahun berjalan - 163.493.825.75 163.493.825.75 

Saldo kekayaan bersih per 

31 Desember 2018 

1.945.624.883.55 255.682.518.75 2.201.307.402.30 

    

Perubahan selama tahun 

2019 

   

Kenaikan simpanan pokok 4.355.000.000 (40.000.00) 4.315.000.00 

Kenaikan simpanan wajib 140.513.550.00 4.442.000.00 143.955.550.00 

Kenaikan simpanan wajib 

khusus 

3.075.691.00 - 3.075.691.00 

Donasi 11.800.000.00 - 11.800.000.00 

Cadangan 1.878.069.335.55 65.397.530.30 1.943.466.855.85 

Pembagian SHU Tahun 2018 163.493.825.75 (163.493.825.75) - 

SHU Tahun 2019 - 186.197.941.24 186.197.941.24 
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Saldo kekayaan bersih per 

31 Desember 2019 

2.201.307.402.30 91.503.645.79 2.292.811.048.19 

Sumber: laporan Audit tahun 2019 

4) Laporan Arus Kas 

Berikut laporan arus kas KUD Tunas Muda: 

Tabel 4.4 

KUD TUNAS MUDA 

LAPORAN ARUS KAS DAN BANK 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 

TANGGAL 31 DESEMBER 2019 

Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018 

AKTIVITAS OPERASIONAL   

   

SHU Tahun Berjalan 186.197.941.24 163.493.825.75 

Penyesuaian :   

-Penyusutan Aset Tetap 31.870.738.25 33.182.758.25 

Arus kas dari aktivitas operasi sebelum 

perubahan modal kerja 

218.068.679.49 196.676.584.00 

-Piutang Usaha 42.0325.874.10 393.767.475.00 

-Penyisihan Piutang Ragu-Ragu - (80.107.502.00) 

-Piutang Dana-Dana 43.330.647.00 600.000.000.00 

-Persediaan 166.563.665.00 10.868.910.00 

-Simpanan Anggota (1.072.349.190.06) (237.965.819.76) 

-SHU Bagian Anggota (1.438.620.70) (48.168.442.00) 

-Hutang Dana-Dana SHU (410.867.42) 11.204.173.00 

-Hutang Dana-Dana Lainnya 2.413.582.592.10 (23.317.794.00) 

-Biaya YH. Dibayar (15.000.000.00) 15.000.000.00 

-Hutang Lain-Lain (2.828.343.003.00) - 

Arus Kas Dan Bank Dari (Untuk) 

Aktivitas Usaha 

(1.033.970.223.49) 837.957.584.24 
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AKTIVITAS INVESTASI   

-Penyertaan (120.000.00) - 

-Koreksi Akk. Penyusunan (17.133.700.00) - 

-Penambahan Aset Tetap - (230.000.000.00) 

-Pengurangan Aset Tetap 217.133.700.00 - 

-(Penambahan) Pengurangan Aset Lain-lain - 2.108.979.222.000 

Arus Kas Dan Bank (Untuk) Aktivitas 

Investasi 

199.880.000.00 1.878.979.222.00 

   

AKTIVITAS PENDANAAN   

-Simpanan Pokok (40.000.00) - 

-Simpanan Wajib 3.442.000.00 15.372.000.00 

-Simpanan Wajib Khusus - - 

-Cadangan 65.397.530.30 76.816.693.00 

-Pembagian SHU 2017 (163.493.825.75) (192.041.731.70) 

Arus Kas Dan Bank Dari (untuk) 

Aktivitas Pembiayaan 

(94.694.295.45) (99.853.038.70) 

Penambahan (Penurunan) Saldo Kas Dan 

Bank 

(928.784.518.94) 2.617.083.767.54 

Saldo Kas Dan Bank Awal Tahun 4.998.912.347.90 2.381.828.580.36 

Saldo Kas Dan Bank Awal Tahun 4.070.127.828.96 4.998.912.347.90 

Sumber: laporan Audit tahun 2019 

B. Pembahasan  

Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam 

satu periode akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu 

entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta 

laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 
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Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang 

telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban  manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. 

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk 

penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan 

perusahaan sama dan dapat dimengerti. Dasar penyusunan untuk laporan 

koperasi terdapat standar baru sebagai pengganti PSAK No. 27 yaitu standar 

akuntansi entitas tanpa akuntanbilitas publik atau yang disebut SAK ETAP. 

Di dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan lengkap 

berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga 

menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain 

perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasistasnya 

sebagai pemilik, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang 

berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan 

lainnya. 

Bentuk laporan keuangan koperasi unit desa tunas muda dapat dilihat 

pada halaman sebelumnya. Adapun laporan yang disusun oleh KUD Tunas 

Muda terdiri dari: Neraca, Laporan sisa hasil usaha, Laporan perubahan 

ekuitas, Laporan arus kas dan bank, Catatan atas laporan keuangan 

1. Neraca  

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos 

berikut: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain, persediaan, 

property investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang 

lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas.  

Berdasarkan dari tabel 4.1 terlihat secara keseluruhan total 

liabilitas+ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.130.332.986.37 dengan akun 

yang tertulis yaitu: kas dan setara kas Rp.4.070.127.828.65.-, piutang usaha 

Rp. 3.656.125.957.69.-, penyertaan Rp.201.351.700.00.-, aset tetap nilai 

buku Rp. 182.727.499.72.-, aset lain-lain Rp.20.000.000.-, simpanan anggota 
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Rp. 2.691.177.492.02.-, SHU bagian anggota Rp. 2.284.211.48, hutang dana-

dana SHU Rp. 11.582.810.78.-, hutang dana dana lainnya Rp. 

2.767.238.395.00.-, biaya yang harus dibayar Rp. 60.000.000.00.-, hutang 

lain-lain (jangka panjang) Rp. 301.239.019.00.-, simpanan pokok 

Rp.4.135.000.00.-, simpanan wajib Rp.143.955.550.00.-, simpanan wajib 

khusus Rp. 3.075.691.00.-, cadangan Rp.1.49.466.865.85.-, donasi Rp. 

11.800.000.00.-, SHU tahun berjalan Rp. 186.197.941.24.-. 

a. Kas Dan Setara Kas 

berdasarkan SAK ETAP setara kas adalah investasi jangka pendek dan 

sangat likuid untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Bukan untuk 

tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya 

diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam 

waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Berikut contoh ayat 

jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan kas sebagai 

berikut: 

1) Ayat jurnal yang melibatkan tansaksi kas masuk  

Kas    xxx 

 Pendapatan    xxx 

 

2) Transaksi yang melibatkan transaksi kas keluar 

Beban listrik  xxx 

 Kas     xxx 

 Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan kas dan 

setara kas KUD Tunas Muda terlihat bahwa kas diakui sebagai aset, dicatat 

berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos aset lancar, dan 

perinciannya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

b. Persediaan  

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha 

normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau aset dalam 

bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas harus mengukur 
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nilai persediaan pada nilai mana yang telah rendah Antara biaya perolehan 

dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Berikut 

contoh ayat jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan 

persediaan: 

 Harga pokok penjualan   xxx 

   Cadangan bahan baku rusak  xxx 

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan persediaan 

KUD Tunas Muda terlihat bahwa persediaan diakui sebagai aset, disajikan 

pada pos aset lancar, rincian dari persediaan diungkapkan pada catatan atas 

laporan keuangan. Tetapi didalam laporan neraca di atas, pos persediaan yang 

tidak memiliki jumlah, hal ini menjadikan kekeliruan bahwa persediaan dari 

KUD Tunas Muda pada tahun  2019 tidak ada, di dalam catatan atas laporan 

keuangan seharusnya memberikan informasi tentang persediaan yang tidak 

diketahui jumlahnya, namun demikian KUD Tunas Muda tetap menulis 

persediaan dengan jumlah Rp.0.- diinformasi yang mendukung pos-pos 

laporan keuangan. 

c. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan, barang atau jasa, untuk disewakan kepihak lain, 

atau untuk tujuan administrative, dan diharapkan akan digunakan dari satu 

periode. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya 

perolehan. Selain itu, aset tetap juga harus disusutkan. Suatu entitas harus 

memilih metode penyusutan yang mencerminkan espektasi dalam pola 

penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan 

yang mungkin dipilih Antara lain 

1) Metode garis lurus (straight line method) 

2) Metode saldo menurun (diminishing balance method) 

3) Metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method) 

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan aset tetap KUD 

Tunas Muda terlihat bahwa aset tetap diakui sebagai aset tetap, dicatat 
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berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos aset tetap, dan perincian 

dari aset tetap diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

d. Hutang usaha 

Hutang usaha adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan di 

masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa. 

Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa kewajiban harus diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Berikut contoh ayat jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang 

melibatkan hutang usaha: 

Hutang    xxx 

   Kas    xxx 

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan hutang usaha 

KUD Tunas Muda terlihat bahwa hutang usaha diakui sebagai hutang, dicatat 

berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos kewajiban, dan perincian 

dari hutang usaha diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

Dapat dilihat dari keseluruhan bahwa KUD Tunas Muda menyajikan 

pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca secara relevan dengan laporan 

keuangan, dan di dalam Standar SAK-ETAP tidak menentukan format atau 

urutan terhadap pos-pos yang disajikan.  

Selanjutnya di dalam SAK-ETAP entitas harus menyajikan aset lancar 

dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang 

sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, hal ini telah sesuai 

dengan yang telah dilakukan oleh KUD Tunas Muda. Selain itu, di dalam 

SAK ETAP juga tidak mengharuskan untuk menentukan format dan urutan 

terhadap pos-pos yang disajikan, hal ini dilakukan KUD Tunas Muda dengan 

tidak menyajikan laporan neraca berdasarkan likuiditas, sebenarnya bagi 

pengguna hal ini memiliki kelebihan di mana bagi pengguna informasi 

laporan keuangan dapat memahami secara mudah tetang laporan neraca yang 

dibuat oleh KUD Tunas Muda, sehingga dari laporan neraca yang ada 

pengguna laporan keuangan kurang memahami dan kurang memberikan 

informasi yang andal dan relevan. 
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2. Laporan Sisa Hasil Usaha/Laba Rugi 

Laporan laba rugi menyajikan hubungan Antara penghasilan dan 

beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau 

sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi 

atau laba persaham. Unsur laporaan keuangan yang secara langsung terkait 

dengan pengukuran laba adalah penghasilan beban laporan laba rugi 

minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, 

bagian laba rugi atau investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban 

pajak, laba rugi neto.  

Berdasarkan tabel 4.2  terlihat secara keseluruhan total SHU tahun 

berjalan pada tahun 2019 sebesar Rp. 186.197.941.24.-, dengan akun yang 

terdapat yaitu: pendapatan usaha Rp. 51.108.834.967.00.-, persediaan awal 

Rp. 166.563.665.00.-, pembelian Rp. 49.780.612.034.51.-, barang tersedia 

untuk dijual Rp.49.947.175.699.51.-. beban usaha 171.210.895.00.-, harga 

pokok penjualan Rp. 50.118.386.594.52.-, SHU kotor Rp. 990.448.372.49.-

, beban umum dan administrasi Rp. 808.250.431.25.-, pendapatan lain-lain 

Rp. 4.000.000.00.-. 

Dari penjelasan di atas maka di sisa hasil usaha KUD Tunas Muda 

pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 186.197.941.24.-, dengan berdasarkan 

hasil penjumlahan dari SHU bersih 182.197.841.24 dengan pendapatan 

lain-lain sebesar Rp.4.000.000.00.-. 

Laporan laba rugi disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja 

entitas dalam suatu periode akuntansi, dalam KUD Tunas Muda penyajian 

pendapatan dan beban dalam laporan sisa hasil usaha disajikan sesuai 

dengan jumlah pendapatan yang diterima pada tahun berjalan dan beban 

yang dikeluarkan pada tahun berjalan. KUD Tunas Muda membagi 

pendapatan menjadi lebih rinci berdasarkan jenis pendapatan yang ada. 

Namun KUD Tunas Muda membuat laporan sisa hasil usaha tidak berurutan 

sesuai dengan standar yang ada. Dimana KUD Tunas Muda menulis secara 

acak penempatan pendapatan dan beban yang ada. Seharunya letak 

pendapatan lain-lain di dalam laporan sisa hasil usaha terletak di atas beban, 
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namun dilaporan yang ada tertulis dari Pendapatan –> Beban –> 

Pendapatan Lain Lain. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan standar dari 

SAK ETAP itu sendiri. Sehingga dapat dilihat dari keseluruhan letak pos-

pos akun pendapatan dan beban yang ada pada laporan Sisa Hasil Usaha 

KUD Tunas Muda di atas dapat dikatakan belum signifikan. 

Selain itu di dalam SAK ETAP pajak pendapatan harus disisihkan 

karena SAK ETAP mensyaratkan untuk menyisihkan bagian dari pihak ke 

3 sementara di dalam laporan sisa hasil usaha KUD Tunas Muda pajak dari 

pendapatan belum dihitung. Selanjutnya, menurut SAK ETAP beban 

haruslah diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan sifat atau fungsi beban. 

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas yang mengklasifikasikan 

beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan 

sifat beban, termasuk penyusustan dan beban amortisasi dan beban imbalan 

kerja. Hal ini telah diterapkan secara keseluruhan oleh KUD Tunas Muda, 

koperasi Tunas Muda di dalam laporan sisa hasil usahanya  memiliki dua 

klasifikasi beban yaitu beban usaha dan beban umum dan administrasi, hal 

ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat beban melalui 

subklasifikasi pada masing-masing beban menurut fungsi tersebut di dalam 

catatan atas laporan keuangan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk 

suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada 

format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi 

oleh, dan dividen dan distribusi lain memiliki ekuitas selama periode 

tersebut.  

KUD Tunas Muda menyusun laporan perubahan ekuitas. Ekuitas 

yang dimiliki oleh KUD Tunas Muda berasal dari: 
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a. Simpanan Pokok 

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya, 

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 

anggota. Simpanan pokok pada pos simpanan pokok KUD Tunas Muda 

sudah sesuai dengan SAK ETAP dimana telah diakui sebagai ekuitas, 

dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan pada pos simpanan pokok. 

Simpanan pokok pada KUD Tunas Muda dicatat sebesar Rp. 

4.315.000.00.-. dan simpana pokok belum terbayar sudah diungkapkan 

pada catatan atas laporan keuangan. 

b. Simpanan wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah uang yang tidak harus sama 

besarnya yang wajib dibayarkan kepada koperasi selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Dalam pencatatan KUD 

Tunas Muda simpanan wajib diakui sebagai ekuitas dan dicatat 

berdasarkan nilai nominal. simpanan wajib pada KUD Tunas Muda 

dicatat sebesar Rp. 143.955.550.00.-, dan simpanan wajib belum terbayar 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

c. Simpanan wajib khusus 

Simpanan wajib khusus yakni dana yang disisihkan oleh koperasi 

untuk menutupi piutang tak tertagih yang tidak dapat dimasukkan dalam 

golongan piutang tak tertagih. Simpanan wajib khusus pada KUD Tunas 

Muda sebesar Rp.3.075.691.00.-, simpanan wajib khusus pada KUD 

Tunas Muda tidak sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana 

simpanan wajib khusus diakui sebagai ekuitas, dicatat  berdasarkan 

nominal, disajikan pada pos simpanan wajib khusus, namun tujuan dan 

penggunaan dari simpanan wajib khusus tidak dijelaskan pada catatan 

atas laporan keuangan. 

d. Cadangan  

Cadangan ialah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan 

sesuai dengan anggaran dasar atau ketetepan rapat anggota, cadangan 

koperasi diakui sebagai ekuitas dan dicatatat berdasarkan nilai 
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nominalnya. Cadangan koperasi disajikan pada pos cadangan untuk 

tujuan dan penggunaan dari cadangan koperasi diungkapkan pada catatan 

atas laporan keuangan. KUD Tunas Muda mencatat cadangan koperasi 

sebesar Rp.467.103.363.-, cadangan pada KUD Tunas Muda tidak 

sepenunya menggunakan SAK ETAP, dimana cadangan telah diakui 

sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos 

cadangan koperasi, namun tujuan dan penggunaan dari cadangan 

koperasi tidak dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. 

e. Donasi 

Donasi adalah uang atau barang modal yang mempunyai nilai 

moneter, yang diterima dari pihak lain. KUD Tunas Muda mencatat 

donasi sebesar Rp. 11.800.000.00.-, donasi pada KUD Tunas Muda 

sudah sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana donasi telah diakui 

sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos 

donasi, dan mencatat hal yang perlu diungkapkan dari jenis donasi yang 

didapat baik terikat maupun tidak terikat. 

f. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (SHU) 

Sisa hasil usaha tahun berjalan adalah sisa hasil usaha yang belum 

di atur secara jelas pembagiannya. Sisa hasil usaha tahun berjalan diakui 

sebagai hak koperasi dan merupakan ekuitas dari koperasi. Pembagian 

sisa hasil usaha tahun berjalan diungkapkan pada laporan perubahan 

ekuitas koperasi sebesar nilai nominalnya. KUD Tunas Muda mencatat 

sisa hasil usaha sebesar Rp. 186.197.941.24.-, SHU KUD Tunas Muda 

telah  sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana telah diakui 

sebagai ekuitas, dicatata berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos 

sisa hasil usaha tahun berjalan, dan pembagian dari sisa hasil usaha tahun 

berjalan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. 

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas adalah laporan memuat informasi mengenai 

ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha, yang terjadi 

selama 1 periode, seperti satu bulan, atau satu semester atau satu tahun. 
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Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas menyajkan laporan 

arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan 

pengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan.  

KUD Tunas Muda menyediakan perubahan arus kas pada periode 

yang dilaporkan yaitu tahun 2019. Dalam penyajiannya KUD Tunas Muda 

telah menyajikan tiga komponen informasi yang diharuskan tersedia pada 

laporan arus kas yakni: 

a. Aktivitas operasi 

b. Aktivitas investasi 

c. Aktivitas pendanaan  

Dan KUD Tunas Muda telah memberikan informasi berupa 

perubahan kas dan setara kas selama satu periode. Hal ini disimpulkan 

bahwa KUD Tunas Muda telah membuat laporan arus kas sesuai dengan 

standar SAK ETAP. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan pada koperasi berisi pengakuan 

pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan 

anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, 

penilaian persediaan, piutang, dan lain-lain, dasar penetapan harga 

pelayanan kepada anggota dan non-anggota. 

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa dalam catatan atas laporan 

keuangan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus 

diungkapkan, adapun komponen dari ringkasan kebijakan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Dasar pengungkapan yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk 

memahami laporan keuangan. 

SAK ETAP hanya mengatur kriteria informasi yang harus disajikan 

pada laporan keuangan saja. Sedangkan untuk penyajian dan jenis 



74 

 

 

informasi lain yang harus disajikan dirujuk pada peraturan mentri koperasi 

tahun no 4 tahun 2012 di antaranya adalah: 

a. Kegiatan bisnis dengan non anggota yang ditargetkan 

b. Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi anggotanya 

Dari data yang diperoleh dapat dianalisis yaitu dasar pengukuran 

yang digunakan dalam penyususnan laporan keuangan diungkapkan pada 

catatan atas laporan keuangan KUD Tunas Muda, mencatat kebijakan 

akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan 

keuangan, kegiatan bisnis untuk non angota tidak diungkapkan pada catatan 

atas laporan keuangan, dan aktivitas koperasi mempromosikan ekonomi 

anggotanya tidak diungkapkan pada laporan keuangan. Hal ini disimpulkan 

bahwa catatan atas laporan keuangan KUD Tunas Muda tidak sepenuhnya 

mengikuti SAK ETAP sebab KUD Tunas Muda tidak mengungkapkan 

informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam 

laporan keuangan.  

KUD Tunas Muda pada tahun 2020 mengalami perubahan 

operasional, dimana sebelumnya KUD Tunas Muda beroperasional sebagai 

koperasi konvensional berubah menjadi koperasi syariah. Hal ini 

berdasarkan hasil dari rapat umum anggota tahunan yang diadakan oleh 

KUD Tunas Muda pada akhir tahun 2019. Dikarenakan adanya perubahan 

operasional, hal ini membuat KUD Tunas Muda merubah laporan keuangan 

dari basis konvensional menjadi basis syariah. Diantara perubahan-

perubahannya yang ada dalam laporan keuangan KUD Tunas Muda ialah 

sebagai berikut: 

1. Pada laporan keuangan tahun 2020 terdapat pos piutang dari 

pembiayaan murabahah yang sebelumnya pada tahun 2019 tidak ada 

dilaporan keuangan dikarenakan KUD masih beroperasional 

konvensional. Dalam hal ini berarti KUD Tunas Muda menggunakan 

pembiayaan murabahah untuk para anggotanya. Pada posnya yang 

dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan terdapat piutang 
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murabahah sebesar Rp. 116.461.665,00.- dan margin murabahah yang 

ditangguhkan sebesar Rp. (22.670.000.00).- 

2. Pada laporan keuangan 2020 terdapat pos Qard yang sebelumnya pada 

tahun 2019 tidak ada dilaporan keuangan dikarenakan KUD masih 

beroperasional konvensional. Pada posnya terdapat Qardh hasan 

sebesar Rp. 3.500.000.00.- yang telah dijelaskan di dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

3. Pada laporan keuangan 2020 terdapat pos aset murabahah yang pada 

tahun 2019  tertulis dengan nama pos persediaan. Posnya yaitu Aset 

Murabahah sebesar Rp. 1.541.000.00. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analis yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya dan dari kenyataan yang telah ditemui sepanjang analis, 

dalam kasus ini maka dapat disimpulkan bahwasanya KUD Tunas Muda belum 

sepenuhnya menerapkan standar SAK ETAP. Dari 13 point yang ada. KUD 

Tunas Muda hanya menerapkan 8 Point yang sesuai standar SAK ETAP 

diantaranya ialah : kas dan setara kas, aset tetap, hutang usaha, simpanan 

pokok, simpanan wajib, donasi, SHU, dan laporan arus kas. Hal ini terlihat 

bahwa KUD Tunas Muda menerapkan SAK ETAP sebesar 61% dari 

keseluruhan point penerapan yang ada pada SAK ETAP.  

 

B. Saran 

Peneliti memaparkan saran dari kesimpulan yang didapat, diantaranya:  

1. Kepada Manajemen Perusahaan 

Dalam laporan sisa hasil usahan sebaiknya pajak dari pendapatan dihitung 

dan dalam catatan atas laporan keuangan sebaiknya dijelaskan metode apa 

yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas, laporan sisa hasil 

usaha, dan laporan arus kas, kegiatan bisnis untuk non anggota dan aktivitas 

koperasi mempromosikan ekonomi anggotanya sebaiknya diungkapkan 

pada catatan atas laporan keuangan. Dan dalam catatan atas laporan 

keuangan sebaiknya KUD Tunas Muda menjelaskan metode apa saja yang 

digunakan dalam laporan sisa hasil usaha, hal ini agar pengguna informasi 

bisa memahami laporan keuangan tersebut dengan lebih baik. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Saya berharap penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya, terutama bagi peneliti yang yang ingin melakukan analisa, 



77 

 

 

harapannya agar peneliti lebih dalam lagi dalam menganalisis bagaimana 

penerapan SAK ETAP ini diperusahaan yang diteliti.  
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